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UIN SUSKA RIAU
: PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAHLAWAN
DENGAN
FABULTA-S SYARI‘AH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Tentang

Nomor: OO4/02.04-AK])/FH - UPTT/ VIl /2017
Nomor; Up. Od/F‘.l/HM.O1/5646/2017

Pada hari jn; Selasa, targeal dua Puluh sembijap, bulan Agustus tahun dua riby
Wjuh belas (29 - 08 - 2017) yang bertan bawah inj:
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LANDASAN KERJASAMA
Pasal 1
Darma
ini menun program pengembangan dan program Tri
l::m Tinggi di hl::m Hukum Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai dengan Fakultas Syarfah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pasal 2

BABII
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari Kerjasama ini adalah:
a.

Menjalin hubungan antasm PARA PIHAK untuk fengatur hubungan profesional
antara PARA P/HAK dalam rangka mensin -

an tenaga Kependidikan:
1 bersama sumber daya manusia (SDM);
- 3) pelaksanaan bersama penelitiaen dan pengabdian masyarakat:
i ma baik nasional uatipun internasiona)-
- 5) pendampingan program sistem akademik kampus;

6) Pengembangan sistem teknclogi informs I,

IN Sultan Syarif Kasim
Mengatur kep(sndnggn bersama meliputi Pemanfaatan SGM, day sarana
Prasarana, sesyai dengan kewen

angan dan kemarapuan dari PARA PIHAK serta
Peraturan perundang-undangan Yang berlaku.
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BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

lasals

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam addendum tcrscndixj
yang dibuat aleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi
kewenangan oleh. masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAR V
JANGKA WAKTU

Pasal6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas
(29 - 08 - 2017) sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus
tahun dua ribu cua puluh dua (29 - 08 - 2022) dan dapat diperpanjang, diubah,
atau diakhiri, be~dasarkan persetujuar PARA PIHAK. :

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku
yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KEDUA.

2. Awas dasar pertimbangan teknis Semata-mata, PIHAK PERTAMA berhak

| menolak/menunda pelaksanaah kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam
Suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk
pada kesempatan lain kepada PIHAK KEDUA.

3. Dalam hal pemakaian sarana dan prasarana dalam kegiatan kemahasiswaan
PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan tertulis kepada PIHAK
KEDUA tentang hasil kegiatan yang selah dilakukar

% Semua hasil karya dari penelitian bersama yang dihasilkan atas kerjasama

PERTAMA berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepad

a

PIHAK KEDUA untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang tr:,elaah
pada sarana dan prasarana PIHAK KEDUA,

L. PIHAK KEDUA diwajibkan mengikut: semua sisiern dan pro baku yang
F A diberlakukan c¢i dalarn sarana dan prasarana PIHAK PER’I?AJ\::NF
1-1¢ Atas dasar pertimbangan teknis S¢mata-mata, PIHAK KEDUA berhak
T menolak/meny nda pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dalam syaty
ey periode tertentu dengan remberikan informasi terlebih dahulu untyk
. Mh:lm Fada kesempatan lainkepg:d:x PIHAK PERTAMA.
9 Dalam akademik, KEDU i
% 18poran tertulie kepada PIHAK PERTAMA tentang ra‘:nb;;ﬁ;wmmmbuu

k
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| \ ini
a penelitian bersam: yang dihasilkan atas kerjasama
4 i";;}f&ihéﬁ'u"&?m PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan
setiap usulan kegiatan.
5 mﬂHAKr ?(ﬂE?)TJA ber‘l,sewajibun mengajukan pcrmohopan tcngus kepada PlHl:hK
‘ PERTAMA untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang te

dilaksanakan pada sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA.
. i
BAB VIl
PEMEIAYAAN

Pasals

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini diatur dalam surat
Perjanjian pelaksanaan kegiatar. yang disepakati PARA PIHAK.

{1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atan

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini

yang disebablan atay diakibatkzn oleh kejadian di luar kekuasaan PARA
PIHAK yang digolongkan sebagai force majuere.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan kepada force majuere antara lain adanya
bencana alam ([gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit,
perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/rmoneter
yang ruh pada perjanjian ini. 1

~ (3) Apabila terjadi- force majuere, maka Pihak yang lebih dahulu mengetahyij

wajib member tahujcan kepada Pihak lainnya sclambat-lambamya 14 (empat
hari kilender setelgh terjadinya force majuere untuk diselesaikan

1 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
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BAB X
PENUTUP

Pasall ]

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan
ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.

(2) Secara lebih terinci, pengatufan teknis yang telah disepakati oleh PARA
PIHAK akan clituangkan dalem addendum yang dilampirkan dalam Perjanjian
Kerjasama in.

(3] Perjanjian Kerjasama inj beserta* addendum-nya dibuat dalam 2 (dua)
rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan

. hukum yang
sama serta masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

DITETAPKAN DJ - Bangkinang
PADA TANG '




